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PUTUSAN
Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Mks

H_\Jﬂgnﬂﬁb\HQ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Manggala, Kota

Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
tidak ada, tempat kediaman di Pattalasang, Kabupaten

Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar
pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor
147/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah

pada hari Rabu, tertanggal 07 Oktober 2009 dan tercatat pada KUA

Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah  Nomor

19/DN/MGL/01/2025, tanggal 10 Januari 2025;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi selatan;

3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun

sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4

orang anak;

a. XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 13
tahun;

b. XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 10 tahun;

C. XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 6
tahun;

d. XAXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Perempuan, Umur 1
tahun;

4. Bahwa pada tahun 2022 keadaan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh
karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya

perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

a. Tergugat sering memakai obat-obat terlarang seperti
Narkoba;
b. Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat yang

diberikan Penggugat;
@ Tergugat sering melakukan judi Online;
d. Selama Penggugat dan Anak Pergi dari rumah kediaman
bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat dan Anak;
6. Bahwa setelah perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Aprii 2023 dimana Penggugat
meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah

berusaha untuk merujukkan namun tidak berhasil;
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8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-
satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan
rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan
perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya
yang timbul dari perkara ini.
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat
mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra  Tergugat
(XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manggala, Kota Makassar, Nomor
19/DN/MGL/01/2025, tanggal 10 Januari 2025, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan
Strata |, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama
XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tingga
| bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2022 Pen
ggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya
pada bulan April 2023 disebabkan Tergugat sering memakai obat-
obat terlarang seperti Narkoba, Tergugat tidak pernah mendengarkan
nasehat yang diberikan Penggugat, Tergugat sering melakukan judi
Online, dan Selama Penggugat dan Anak Pergi dari rumah kediaman
bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat dan Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sej
ak bulan April 2023 hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamany
a;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepa
da Penggugat, dan Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggug
at;
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- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tida
k adalagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk ke
mbali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan
Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kel.
Manggala, Kec Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama
XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tingga
| bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2022 Pen
ggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya
pada bulan April 2023 disebabkan Tergugat sering memakai obat-
obat terlarang seperti Narkoba, Tergugat tidak pernah mendengarkan
nasehat yang diberikan Penggugat, Tergugat sering melakukan judi
Online, dan Selama Penggugat dan Anak Pergi dari rumah kediaman
bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat dan Anak;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sej
ak bulan April 2023 hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepa
da Penggugat, dan Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggug
at;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tida
k adalagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk ke

mbali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang
diajukan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon
putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang
dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan
ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat
kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,
namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok
perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun
untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah datang menghadap ke persidangan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Tergugat sering memakai obat-obat terlarang seperti
Narkoba, Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat yang diberikan
Penggugat, Tergugat sering melakukan judi Online, dan Selama Penggugat
dan Anak Pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak, akibatnya Penggugat dan
Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10
bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak
dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi
oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk
kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lex
specialis derogat lex generalis ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini
tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan
pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), melainkan
hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan
masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib

dibebani pembuktian;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat
bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai
cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya
mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti
yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang
sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam
dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat
mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat
mengajukan dua orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu
halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini
sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim
lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi
Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat,
sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan kedua saksi
mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar
yang sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan secara
berturut-turut tanpa saling mempedulikan lagi, maka hal tersebut merupakan
fakta peristiwva adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara

Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada
apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-
fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi per
selisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun
10 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang
hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, upaya merukunkan
Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga/orang dekat Penggugat, demikian
pula penasihatan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, keadaan
ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci
perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat

sulit untuk dipertahankan, serta mempertahankan perkawinan Penggugat
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dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa
kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah
kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan
dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:
aallo uolall ade gl lg=g 3] d>g il aus; pocaiilal

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya  maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu
dengan talak satu”;

2. Kaidah figih yang berbunyi :

@wl%&se&m&dlw.\

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak
berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun
kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang
salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-
tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki
cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
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Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),
tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraaTergugat, XXXXXXXXXXXX
terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Mebebankan kepada Penggugat untuk mebayar biaya perkara ini
sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 07 Sya’ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Raodhawiah,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Salahuddin
Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Drs. H. Kamaruddin Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 100.000,00
Panggilan :Rp 15.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00

- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp  185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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